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ABSTRAK

Perwalian diartikan sebagai orang lain selaku pengganti orang tua, yang
menurut hukum diwajibkan untuk mengawasi dan mewakili anak yang belum
dewasa, meliputi diri anak dan harta bendanya. Wali memiliki tugas dan
kewajiban yang sama layaknya orang tua terhadap anak. Tidak dapat sembarang
orang bisa menjadi wali anak, terdapat urutan dan syarat yang harus dipenuhi agar
dapat ditetapkan sebagai wali. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta,
terdapat permohonan  penetapan Perwalian dengan Nomor Perkara
30/Pdt.P/2022/PA.YK, bahwa Pemohon disini sebagai Paman dari anak. Anak
yang akan diwalikan, Ayah dan Ibu nya telah meninggal dunia karena sakit, dan
masih meninggalkan 1 (satu) orang anak di bawah umur yang berada dalam
pemeliharaan dan pengasuhan Pamannya. Permohonan ini juga dimaksudkan guna
mengurus peralihan atau pemindahan hak BPJS atas nama Ibu dari anak, dan
mengurus beasiswa atas nama anak. Pertimbangan hakim untuk menunjuk dan
menetapkan wali anak telah didasarkan pada aspek kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan hukum.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research)
dan menggunakan penelitian kualitatif, mencari dan menghimpun dari hasil
wawancara, dan studi pustaka literatur. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-
analitik, menjelaskan permasalahan dengan memberikan analisis pemecahan dan
penyelesaian masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan normatif yuridis,
berdasarkan penjelasan Al-Qur’an dan Peraturan Perundang-undangan.
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa (1)
Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK melihat pada alat bukti surat dan 2 orang saksi yang
diajukan oleh Pemohon. Memperhatikan pada Undang-undang Perkawinan Pasal
50, 51, dan 53 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 dan 109. Selain itu,
hakim juga merujuk pada PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara
Penunjukan Wali, dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta
melihat, anak memiliki kedekatan paling dekat dengan siapa. (2) Putusan Majelis
Hakim berdasarkan pada Teori Maqasid Syari’ah belum sesuai dengan tujuan
teori hukum, dan unsur pokoknya, dimana Majelis Hakim dalam menetapkan
putusan pada permohonan perwalian belum menjelaskan secara rinci dan tertulis
mengenai perlindungan harta yang dimiliki anak, juga hak dan kewajiban wali
tidak dijelaskan, yang dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam memproses
hukum apabila terjadi pelanggaran aturan.

Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Perwalian, Penetapan



ABSTRACT

Guardianship is defined as another person as a substitute for parents, who
according to law is required to supervise and represent a child who is not yet an
adult, including the child himself and his assets. Guardians have the same duties
and obligations as parents towards children. Not just anyone can become a child's
guardian, there are sequences and conditions that must be met in order to be
appointed as a guardian. In 2022 at the Yogyakarta Religious Court, there is an
application for a guardianship  determination with Case  Number
30/Pdt.P/2022/PA.YK, that the Petitioner here is the child's uncle. The child to be
guardianship, the father and mother have died due to illness, and are still leaving
behind 1 (one) minor child who is under the care and care of his uncle. This
application is also intended to arrange the transfer or transfer of BPJS rights on
behalf of the mother of the child, and arrange scholarships on behalf of the child.
The judge's consideration in appointing and determining the child's guardian has
been based on aspects of certainty, fairness, and legal benefits.

This type of research was carried out by field research and using
qualitative research, searching for and compiling the results of interviews, and
literature study. The nature of this research is descriptive-analytic, explaining the
problem by providing an analysis of solving and solving the problem. The
research approach used is normative juridical, based on the explanation of the
Qur'an and laws and regulations. Data collection through interviews, observation
and literature study.

Based on the results of the research, this thesis explains that (1) The
judge's consideration in the Yogyakarta Religious Court Decision Number
30/Pdt.P/2022/PA.YK looked at the documentary evidence and 2 witnesses
presented by the Petitioner. Paying attention to the Marriage Law Articles 50, 51
and 53 and the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 107 and 109. In
addition, the judge also referred to PP No. 29 of 2019 concerning Requirements
and Procedures for Appointing Guardians, and Law No. 35 of 2019 2014
concerning Child Protection. As well as seeing, who the child has the closest
affinity with. (2) The decision of the Panel of Judges based on the Magasid
Syari‘ah Theory is not in accordance with the objectives of legal theory and its
main elements, where the Panel of Judges in making a decision on a guardianship
application has not explained in detail and in writing regarding the protection of
assets owned by children, as well as rights and obligations the guardian is not
explained, which is feared will experience difficulties in processing the law if
there is a violation of the rules.

Keywords: Minors, Guardianship, Determination
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MOTTO

“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus

mampu menahan perihnya kebodohan.”

Imam As-Syafi’i

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.”

Socrates

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama 1a tak menulis, ia akan hilang di

dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Pramoedya Ananta Toer
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A.Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
<@ Ba‘ B be
<O Ta‘ T te
& Sa‘ S es (dengan titik di
atas)
z Jim J je
z Ha‘ H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha* Kh ka dan ha
3 Dal D de
A Zal 7 ze (dengan titik di
atas)
Ra‘ R er
Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye




Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta T te (dengan titik di
bawah)
35 Za‘ Z zet (dengan titik di
bawah)
& _Ain _ koma terbalik di atas
¢ Gain G ge
- Fa‘ F ef
3 Qaf Q qi
& Kaf K ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em
O Nun N ‘en
g Waw W w
> Ha‘ H ha
¢ Hamzah _ apostrof
< Ya* Y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
ditulis muta’addidah

ditulis ‘iddah

[+ E 4]
LAY
AY

C. Ta‘Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h

ditulis hikmah

31
a

4
A}
i}

- ditulis ‘illah

e
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap




dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduaitu terpisah,
maka ditulis dengan h.

g@}/\”iﬂjg ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbigah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan
dammah ditulis t atau h.

‘ J.L;af\ i ditulis ‘ Zakah al-Figri
D. Vokal Pendek
1. |----&7 ---- | Fathah ditulis a
2. |--—--2 ---- | Kasrah ditulis [
3. | - Dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. | Fathah + alif ditulis a
ditulis Istihsan
Ol
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
s Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis I
ditulis | al- ‘Alwani
‘;‘a\)Ld\
4. | Dammah + wawu ditulis a
mati ditulis ‘Ulim
osle

I. Vokal Rangkap
1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
ditulis Gairihim

o e

Xi



IL

I1.

IV.

-

Js

2. | Fathah + wawu mati

ditulis au
ditulis Qaul

Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
Al ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
KPR ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam
a. Biladiikuti huruf Qamariyyah

ol

ditulis

Al-Qur’an

ol

ditulis

Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)

nya.
Al ditulis ar-Risalah
| ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@l Jal

ditulis

Ahl ar-Ra’yi

daud) Jal

ditulis

Ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya
M.  Quraish  Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainy
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KATA PENGANTAR

asa 3 Cpan 1 Al g
Al gy 9 oue Jhana () ag&) 9 4 N ALY (O 2 Callad) Gy 4 2asl)
2y Gl (rad] diaua g Al e g dana Ui o sl g Jua 2
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah unit satuan di masyarakat dalam bentuk suatu
kelompok kecil.! Satuan sosial paling sempit yang dimiliki manusia
sebagai makhluk sosial, bisa dikatakan orang paling dekat yang menjadi
tempat sosialisasi pertama dengan lingkup terkecil tetapi memegang
peranan yang penting.” Masing-masing anggota keluarga mempunyai
pertalian darah atau ikatan perkawinan, biasanya keluarga terdiri dari

suami/ayah, istri/ibu, dan anak—anak yang berdiam dalam satu tempat.

Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
memberikan penjabaran bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam
masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau ayah, ibu, dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.® Begitupun dengan penjelasan dalam Undang undang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan

! Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia ( Revisiting the
Concept of Family in Indonesian Society )” 13, no. 1 (2018): 15-26.

? Desintya fryda Lucyani, “Bab I Pendahuluan,” Journal information 10, no. 3 (2009): 1-16.

¥ Undang — undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang — undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 3



Keluarga bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang

terdiri dari suami, istri, atau ayah, ibu, dan anaknya. *

Ayah dan Ibu di dalam keluarga berhak dan mempunyai tanggung
jawab untuk pengasuhan dan pemeliharaan anaknya. Orang tua wajib
memelihara, mendidik dengan sebaik—baiknya, dan memenuhi semua
kebutuhannya. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di bawah kekuasaan
orang tuanya, selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut

berdasarkan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan.

Apabila seorang anak sudah tidak memiliki orang tua (meninggal
dunia), kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, atau kedua
orang tuanya tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai orang tua,
maka anak tersebut bisa berada di bawah kekuasaan perwalian.? Perwalian
merupakan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak lagi
berada di bawah kekuasaan orang tua nya, hingga meliputi pada
pengurusan harta benda atau kekayaan dari anak tersebut, sebagaimana
yang diatur oleh Undang-undang.® Wali disini mempunyai arti orang lain,

selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan untuk

! Undang undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, BAB | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6)

2 Rio Satrio, “Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan
Agama,” PTA Bandar Lampung (2019): 1-15.

% Arif Masdukhin, “Permohonan Perwalian Terhadap Anak Kandung Oleh Orang Tua”
(2019).



mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau masih di bawah

umur.*

Pasal 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa perwalian
adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan
suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama
anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua nya masih
hidup tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.® Kekuasaan
yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa
dalam melakukan tindakan hukum ini demi kepentingan dan kebaikan
sang anak, yaitu meliputi perwalian terhadap diri dan juga harta kekayaan

anak.

Faktor lain yang menyebabkan hilang atau dicabutnya kekuasaan
orang tua terhadap anak oleh Putusan Pengadilan bisa disebabkan oleh
beberapa faktor tertentu, antara lain orang tua yang tidak diketahui
keberadaannya, orang tua tidak mampu lagi menjalankan kewajiban
sebagai orang tua, orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak,
hingga tingkah laku orang tua yang buruk atau melewati batas. Kekuasaan
perwalian terhadap anak di bawah umur dari orang tua dapat diberikan
kepada orang lain, melalui permohonan dan penetapan dari Pengadilan.

Penunjukkan dan pengabulan permohonan perwalian oleh Hakim

* 1bid.

% Pasal 1, huruf h



diprioritaskan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat terdekat

dengan anak, atau dari pihak keluarga anak lebih diutamakan.®

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata
Cara Penunjukan Wali pada Bab Il Syarat Penunjukan Wali Pasal 3 ayat
(1) menjelaskan bahwa, Untuk dapat ditunjuk sebagai wali, seseorang

yang berasal dari :

1) Keluarga anak
2) Saudara

3) Orang lain, atau
4) Badan hukum.

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan
pengadilan. Kemudian, Ayat (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi wali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga anak.’

Penunjukan dan penetapan perwalian yang diprioritaskan kepada orang
yang memiliki hubungan kerabat terdekat dengan anak, atau pihak
keluarga anak, bukan sebagai satu satunya ketentuan, sebagaimana juga
ada ketentuan lain agar menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan
hak perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 107 ayat
(4) memberikan ketentuan agar wali itu harus orang yang sudah dewasa,

berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.®

® Rio Satrio, “Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan
Agama.”

" pasal 3 ayat (1) dan (2)

8 Bab XV, Pasal 107 ayat (4)



PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
pada Bab Il Syarat Penunjukan Wali Pasal 4 ayat (1) Keluarga anak yang

ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat :

1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Indonesia
2) Berumur paling rendah 30 tahun

3) Sehat fisik dan mental

4) Berkelakuan baik

5) Mampu secara ekonomi

6) Beragama sama dengan agama yang dianut anak,

Pasal 4 ayat (2), diutamakan memiliki kedekatan dengan anak.’

Pihak saudara yang akan ditunjuk sebagai wali, menurut ketentuan
pada Pasal 5 ayat (1) adalah sama dengan syarat dari Keluarga anak, yang
membedakan adalah pada poin b) Berumur paling rendah 21 tahun dan

pada ayat (2) poin b) Mendapatkan persetujuan dari anak.*®

Seseorang yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Hakim
untuk menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur, nantinya
mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana orang tua mengurus
kepentingan anak, mulai dari pribadi anak tersebut hingga harta kekuasaan
anak berada di bawah perwaliannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 110 dijelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang wali,
yaitu :

1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di
bawah perwaliannya dengan sebaik—baiknya dan berkewajiban

% Pasal 4 ayat (1)

10 pasal 5 ayat (1)



memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya

2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, dan mengasingkan harta
orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan
tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah
perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan

3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat
kesalahan atau kelalaiannya.™*

Wali ini nantinya akan memelihara anak yang masih di bawah umur
dan mendampinginya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena
masih belum cakap hukum, sampai apabila masa perwalian terhadap anak
tersebut telah berakhir. Berakhirnya kekuasaan perwalian terhadap anak,

pada umumnya terjadi apabila :

1) Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
2) Anak meninggal dunia
3) Wali meninggal dunia

4) Wali dicabut kekuasaannya dari perwalian.*?

Anak yang telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah, maka
berakhir pula perwaliannya, berdasarkan pada ketentuan Kompilasi

Hukum Islam (KH]I).

1 pasal 110, ayat (1) —(3)

' Hasiana Putrinta Dongoran, “Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan
Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya,” Premise Law Journal, no. 1613
(2017): 1-20, https://media.neliti.com/media/publications/164906-1D-analisis-yuridis-perwalian-
anak-karena-p.pdf.



PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
pada Bab IV Berakhirnya Wali Pasal 16 menjelaskan bahwa “Wali

berakhir apabila :

1) Anak telah berusia 18 tahun

2) Anak meninggal dunia

3) Wali meninggal dunia

4) Wali yang badan hukum bubar atau pailit

Pada Pasal 17 ayat (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan

penetapan/putusan Pengadilan.*®

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak pada Pasal 26 ayat (2) juga memberikan penjelasan bahwa Dalam
hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena
suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab,
dapat beralih kepada Keluarga lainnya, yang dalam hal ini dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.'*

Pasal 33 ayat (1)-(5) UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan

sebagai berikut

(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau Badan Hukum yang
memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang
bersangkutan

(2) Untuk menjadi Wali dari anak dilakukan melalui penetapan
Pengadilan

3 Bab IV, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1)

14 Bagian Keempat, Pasal 26 ayat (2)



(3) Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang
dianut anak

(4) Wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola
harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi
anak

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan
wali diatur dengan Peraturan Pemerintah.*®

Anak yang belum berusia 18 tahun diberikan perlindungan anak
dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak ini dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.

Orang tua dari anak, berdasarkan pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk :

1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,
dan minatnya

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada
anak.'®

Berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang ada terkait
dengan perwalian, dan permohonan perwalian lainnya dengan berbagai
latar belakang dan alasan beragam yang diajukan pada Pengadilan Agama,

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penetapan Nomor

' Bagian Keempat, Pasal 33 ayat (1)-(5)

'® Bagian Keempat, Pasal 26 ayat (1)



30/Pdt.P/2022/PA.YK. Permohonan ini merupakan permohonan perwalian
yang diajukan oleh Paman kandung. Bahwa kakak Pemohon yang berupa
ayah dari anak, telah meninggal dunia karena sakit dan istri dari kakak
Pemohon juga meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan 1 (satu)
anak yang masih di bawah umur. Permohonan perwalian ini diajukan
untuk mengurus BPJS hingga Dana Pensiun atas nama istri dari kakak

pemohon, dan mengurus beasiswa atas nama anak tersebut

Permohonan perwalian tersebut diajukan oleh paman dari anak atau
adik kandung dari ayah sang anak, karena kedua orang tua anak yang telah
meninggal dunia, dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur dan
harus di bawah kekuasaan perwalian. Orang tua nya hanya meninggalkan
1 (satu) anak yang masih di bawah umur, dan merupakan anak tunggal,
tidak memiliki saudara, kakak maupun adik. Sehingga disini paman nya
lah yang mengambil alih kekuasaan perwalian terhadap anak tersebut dan

mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan.

Penetapan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan perwalian
Pemohon disini dengan menimbang dan memperhatikan ketentuan pada
Pasal 50, 51, dan 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 107, 109

Penulis dalam meneliti menggunakan studi penetapan ini, akan
menganalisis bagaimana pertimbangan hakim untuk menunjuk dan

menetapkan wali terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang
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tua/sudah meninggal, berkaitan langsung dengan aspek kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sesuai dengan prinsip dan norma
hukum yang ada, juga ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 29
Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,
memperhatikan keseimbangan persamaan hak dan kewajiban, dan tidak

menimbulkan keresahan terhadap objek hukumnya.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini

menggunakan rumusan masalah yang akan di analisis, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Perkara Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK untuk menunjuk dan menetapkan wali terhadap
anak yang sudah tidak memiliki orang tua/sudah meninggal, mencakup
pada Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum ?

2. Bagaimana penetapan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK tentang Permohonan Penetapan Perwalian Anak

dalam Perspektif Magasid Syari ‘ah?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penyusunan penelitian

skripsi ini adalah untuk :
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK untuk menunjuk dan menetapkan wali
terhadap anak yang sudah tidak memiliki orang tua/sudah
meninggal, berdasarkan pada Aspek Kepastian, Keadilan, dan
Kemanfaatan Hukum

2. Untuk mengetahui penetapan majelis hakim dalam Penetapan
Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK terkait Permohonan Penetapan

Perwalian Anak dalam Perspektif Maqasid Syari’ah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan memiliki manfaat dan

kegunaan, baik Kegunaan Teoritis maupun Praktis, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa menambah wawasan terkait dengan apa yang
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan perwalian,
khususnya apabila kekuasaan perwalian kedua orang tua telah berakhir

atau dicabut karena telah meninggal dunia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap tata cara
dan apa saja yang menjadi syarat pengajuan permohonan perwalian,
apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah dicabut atau

berakhir, karena telah meninggal dunia dan bagaimana penetapan Majelis
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Hakim tentang Perwalian ini dalam mencapai teori hukum maqasid

syari’ah

. Telaah Pustaka

Penyusunan suatu penelitian atau karya ilmiah tentu saja
membutuhkan gambaran terhadap objek yang akan diteliti dan dibahas
secara lebih rinci, terutama dari penelitian terkait dan sejenis yang pernah
dilakukan sebelumnya. Permasalahan penelitian mengenai permohonan
penetapan perwalian terhadap dicabutnya kekuasaan orang tua sudah
pernah dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu, tetapi tidak membahas
secara spesifik tentang bagaimana jika kekuasaan orang tua terhadap anak
telah dicabut dan berakhir karena telah meninggal dunia. Berdasarkan
beberapa literatur yang telah penulis telusuri, ada beberapa penelitian yang

relevan dengan judul, diantaranya :

Pertama, artikel dengan judul “Permohonan Penetapan Penguasaan dan
Perwalian Anak di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Rio Satria.
Dalam pembahasannya, penulis berfokus pada permohonan penetapan
penguasaan anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri,
permohonan yang biasanya diajukan adalah orang tua yang masih hidup
mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya

dengan maksud untuk mengurus hak anak yang berkaitan dengan harta
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peninggalan atau waris dari orang tua nya yang telah tiada.'” Fokus
penelitian ini terdapat pada orang tua kandung yang masih hidup
mengajukan permohonan penetapan penguasaan terhadap anaknya dengan
maksud tertentu, berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh
penulis, karena fokus penelitian penulis adalah permohonan perwalian
yang diajukan apabila kekuasaan perwalian orang tua kandung telah

dicabut/berakhir kekuasaan perwaliannya.

Kedua, artikel dengan judul “Pengurusan Harta Warisan Anak di
Bawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian” (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt.P/2015/PA.Mdn) yang ditulis oleh
Windha Auliana Yusra. Penulis menjelaskan tentang bagaimana tanggung
jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan
hukum islam, apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan
terhadap harta anak di bawah umur yang berada di bawah pengurusan
wali, dan pertimbangan terhadap alasan diberikannya izin atas
permohonan yang diajukan oleh wali tersebut.’® Penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang akan disusun penulis, karena fokus penelitian ini
mengarah kepada apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban wali
terhadap pengurusan harta anak saja, sedangkan penelitian yang akan

disusun penulis adalah membahas tentang apa saja hak dan tanggung

7 Rio Satrio, “Permohonan Penetapan Penguasaan Dan Perwalian Anak Di Pengadilan
Agama.”

'8 Windha Auliana Yusra, “Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada
Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 4 Pdt. p/2015/Pa. Mdn),”
Premise Law Journal 2 (2016): 1-15.
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jawab wali apabila sudah ditetapkan menjadi seorang wali dari anak, mulai

dari penjagaan atas diri anak hingga harta yang dimiliki anak tersebut.

Ketiga, artikel dengan judul “Perwalian terhadap Pengurusan Harta
Anak di Bawah Umur” (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai) yang
ditulis oleh Widya, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, Utary Maharany
Barus. Penulis menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam
memberikan hak perwalian terhadap pengurusan harta anak di bawah
umur, terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta anak, kemudian
apa saja tanggung jawab wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk
mengurus harta anak di bawah umur, jika wali tidak menjalankan
kewajibannya dengan baik, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
penetapan Pengadilan Agama Binjai terkait dengan perwalian pengurusan
harta anak di bawah umur.*® Fokus penelitian ini terdapat pada hak
perwalian yang diberikan untuk pengurusan harta anak di bawah umur dan
apa saja tanggung jawab wali dalam mengurus harta anak tersebut,
berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis, karena fokus
penelitian penulis adalah tentang apabila sudah ditetapkan menjadi
seorang wali, apa saja hak dan tanggung jawab wali terhadap anak, mulai

dari penjagaan atas diri anak hingga harta yang dimiliki anak tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Wajdi dengan

judul “Permohonan Orang Tua sebagai Wali terhadap Anak Kandung”

9 Utary Maharany Barus Widya, Tan Kamello, Rosnidar Sembiring, “Perwalian Terhadap
Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai),” USU Law
Journal 4, no. 3 (2016): 1689-1699.
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(Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor
22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP). Penelitian ini berfokus pada
bagaimana analisis hukum atas permohonan orang tua sebagai wali
terhadap anak kandung dan apa yang menyebabkan penetapan perwalian
bagi orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri, serta pertimbangan
majelis hakim dalam memberikan atau menolak penetapan orang tua
terhadap perwalian terhadap anak kandung.?® Penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang akan disusun penulis, karena fokus penelitian ini
mengarah kepada permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak
kandung, sedangkan penelitian yang akan disusun penulis adalah
membahas tentang permohonan perwalian yang diajukan apabila
kekuasaan perwalian orang tua kandung telah dicabut/berakhir kekuasaan

perwaliannya

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis
dengan judul “Permohonan Perwalian Orang Tua terhadap Anak
Kandung” (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor
439/Pdt.P/2019/PA.Sor). Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim
dalam Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian, apa
saja landasan hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor

439/Pdt.P/2019/PA.Sor, dan metode penemuan hukum hakim dalam

%0 Muhammad Farid Wajdi, PERMOHONAN ORANG TUA SEBAGAI WALI TERHADAP
ANAK KANDUNG, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
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Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor tentang Perwalian.?> Fokus
penelitian ini terdapat pada permohonan perwalian yang diajukan oleh
orang tua terhadap anak kandung dan apa yang menjadi pertimbangan
hakim dalam penetapan tersebut, berbeda dengan penelitian yang akan
disusun oleh penulis, karena fokus penelitian penulis adalah permohonan
perwalian yang diajukan apabila kekuasaan perwalian orang tua kandung

telah dicabut/berakhir kekuasaan perwaliannya

Penelitian sebelumnya telah hadir memberikan banyak informasi yang
bermanfaat secara umum dan secara khusus menganalisis kejadian pada
subjek tertentu tentang perwalian. Beberapa sumber yang telah ditelusuri
belum ada yang secara spesifik membahas tentang permohonan penetapan
perwalian terhadap dicabutnya kekuasaan orang tua jika kekuasaan orang
tua terhadap anak telah dicabut. Oleh karena itu, cakupan tema yang akan
dibahas adalah mengenai hal tersebut dalam putusan hakim di Pengadilan

Agama Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

Permohonan penetapan penguasaan dan perwalian anak di Pengadilan

Agama bukanlah suatu perkara yang tergolong minoritas atau sedikit,

I Ayu Dewi Rosita Ismanat Azis, “Permohonan Perwalian Orang Tua Terhadap Anak
Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor,” SKripsi
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020): 1-19.
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banyak permohonan perwalian yang diajukan dengan berbagai alasan yang

melatarbelakanginya.

Berdasarkan pada penetapan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK, penulis ingin menganalisis dari aspek kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan hukum, juga dari sudut pandang Magasid Al-
Shari’ah yang sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang ada,
keseimbangan persamaan hak dan kewajiban, dan tidak menimbulkan
keresahan terhadap objek hukumnya. Dengan maksud dan tujuan agar
penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim ini nantinya
memberikan manfaat, kebaikan, dan terhindar dari keburukan atau
merugikan pihak lainnya, sebagaimana sesuai dalam konsep Mashlahah,
yaitu memberikan kemaslahatan bersama dan menolak adanya kerusakan

yang akan timbul.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang pasti,
ketentuan maupun ketetapannya. Secara normatif, kepastian hukum
diartikan sebagai sebuah Peraturan Perundang-undangan yang
dibuat serta diundangkan dengan pasti, dapat mengatur dengan
jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir.
Kepastian aturan hukum ini dimaksudkan agar peraturan yang ada
tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik dalam

norma yang hidup di dalam masyarakat.
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Aspek kepastian, dimana dalam memutuskan sesuatu hakim
harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait,
jelas dan sesuai, tidak menyimpang, dan harus ditegakkan
berdasarkan pada peristiwa atau pelanggaran hukum yang ada.
Pemberlakuan hukum yang jelas,? tetap dan konsisten,?® dimana
dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif,®* pelaksanaannya harus tepat
hukum, subjek, dan objeknya. Dengan memperhatikan kejelasan
norma-norma dan materi/isi dalam peraturan tersebut, dan
dipastikan telah mencakup pada prinsip-prinsip dasar hukum,®
yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan
menciptakan Kketertiban dalam masyarakat.*® Tidak ada satu
perbuatan yang dapat dihukum kecuali terdapat kekuatan ketentuan

peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan tersebut.

Hukum sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan islam,

hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan

2 Yohana Puspitasari Wardoyo Sulardi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan
Terhadap Perkara Pidana Anak,” Jurnal Yudisial 8 No. 3 (2015): 251-268.

2 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido 01 No. 01 (2019): 13—
22.

#R. Tony Prayogo, “PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN
DALAM PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ( THE
IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 1 OF 20,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13 No., no. 1 (2016): 191
201.

2 bid.

2 1hid.
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dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, mengandung
kepastian, untuk nantinya dijadikan pedoman dan dilaksanakan

dalam kehidupan.
2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan tujuan hukum untuk melindungi
dan mengayomi manusia. Menciptakan kondisi kemasyarakatan yang
berjalan dengan manusiawi dan wajar, dan mengupayakan pencegahan
atas tindakan yang sewenang-wenang juga penyalahgunaan hingga

pelanggaran hak.

Pada aspek kemanfaatan, selain harus berpedoman pada Peraturan
Perundangan-undangan yang terkait, tujuan yang hendak dicapali,
hakim harus memandang dan mempertimbangkan agar bagaimana
kelak keputusan yang dibuat tidak hanya menguntungkan salah satu
pihak saja dan kemudian merugikan pihak lainnya,®’ tetapi bagaimana
keputusan yang ada bisa bermanfaat, dan tidak menimbulkan

keresahan di dalam masyarakat.?

Di dalam Al-Qur’an, asas kemanfaatan merupakan salah satu yang
menjadi asas Hukum Islam. Keadilan dalam Hukum Islam bukan

mendasarkan semata-mata pada prinsip yang dikembangkan oleh

?7 “Resume Perkara” (2018): 1-9.

%8 Sulardi, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak.”
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manusia, nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat

kuat dan hakiki yang berasal dari Allah SWT.

3. Teori Keadilan Hukum

Menciptakan keadilan menjadi salah satu fungsi hukum, sehingga
hukum dengan keadilan seringkali dikaitkan satu sama lain. Keadilan
itu sendiri dalam pandangan para ahli dan filsuf memiliki rumusan

makna yang beragam.

Terdapat beberapa teori keadilan, diantaranya :

a. Teori Keadilan Menurut Plato

Keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga dalam
memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara, yang

kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi undang-undang

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan,
yaitu meliputi kesamaan numerik, setiap manusia disamakan
dalam satu unit, setiap orang sama di hadapan hukum, dan
kesamaan proporsional, memberikan setiap orang apa yang
menjadi  haknya, sesuai dengan kemampuan ataupun

prestasinya.
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Dalam aspek keadilan, keputusan yang dibuat hakim adalah dalam
memberikan keputusan dengan memperhatikan kepentingan semua
pihak,® kesamaan hak bagi semua orang di depan hukum,® tidak
membeda-bedakan keadaan, status, ataupun perbuatan yang dilakukan,
agar bagaimana nantinya keputusan yang dibuat bisa seadil-adilnya,
dan hak yang dimiliki para pihak bisa terpenuhi.** Keadilan yang
diberikan kepada setiap orang sesuai dengan porsinya, tidak sama atau

tidak tentang persamaan, melainkan tentang kesebandingan.

Di dalam Al-Qur’an, sebagai sumber hukum utama dalam Hukum
Islam, kata “keadilan” disebut lebih dari 1.000 kali, karena banyaknya
itulah, seorang tokoh Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas
yang sangat penting dalam Hukum Islam dan dapat dikatakan sebagai
asas dari semua asas yang ada dalam Hukum Islam. Menurut pendapat
Muhammad Muslehuddin tentang tujuan Hukum Islam, menurutnya

keadilan merupakan tujuan tertinggi Hukum Islam.*

2 hid.

% Prayogo, “PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN
DALAM PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ( THE
IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 1 OF 20.”

31
“Resume Perkara.”

%2 Muhammad Alim, “ASAS-ASAS HUKUM MODERN DALAM HUKUM ISLAM,”
Jurnal Media Hukum 17 No.1, no. 1 (2010): 151-161.
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Sebagaimana firman dan perintah Allah SWT, dalam Q.S Al-

Maidah/5 : 8 %
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Adil berasal dari Bahasa Arab “Adl” yang dalam Kamus Bahasa
Arab berarti “Samar”. Ensiklopedi Hukum Islam juga menjelaskan
bahwa secara etimologis “Al-Adl” berarti tidak berat sebelah, tidak
memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Menurut
M. Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa persamaan yang
merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya
tidak berpihak dan pada dasarnya pula seseorang yang adil berpihak
kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-
sama harus memperoleh haknya, dengan demikian ia melakukan

sesuatu yang patut lagi tidak sewenang-wenang.**

4. Teori Magasid Syari ah
Magqasid Al-Shari’ah x4 aslis berasal dari 2 (dua) kata
yaitu magasid x<lis dan al shari’ah 4= 3,
Magasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata magsid
Lats yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau

magsad x=is yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu sarf,

% Al — Maidah (5): 8

3 Alim, “ASAS-ASAS HUKUM MODERN DALAM HUKUM ISLAM.”
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maqasid berasal dari timbangan lu=d — yasy — 228 yang memiliki
makna “yang bermacam-macam”. Diantaranya diartikan ‘“jalan
yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan,
keinginan yang kuat, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu
(gasada ilayh)”.®

Secara Etimologi, Magasid adalah bentuk plural (jamak) dari
kata magsad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang
ingin dicapai.*®

Kata Al-Shari’ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air
yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan
untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air.
Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan
primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini
diperlukan jalan atau metode. Metode ini disebut dengan al-shir 'ah
karena memiliki arti yang sama dengan al-shar’ dan al-shari’ah
yang bermakna agama Allah.*’

Kata Al-Shari’ah secara bahasa diawali dari Kamus Bahasa
Arab yang bermakna ad-din ¢l al-millah 4l al-minhaj z'el,

at-tharigah 4kl dan as-sunnah 4.,

** Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Magasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 7-8

% Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi,MA, Maqasid Syari’ah dalam Pembaharuan Figh
Pernikahan di Indonesia, (Penerbit Buku Pustaka Radja : Surabaya), 2018, him 16

% Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 8
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Secara Etimologi, kata Al-Shari’ah adalah ‘“agama, millah,
metode, jalan, dan sunnah”.® Hukum-hukum Allah yang
diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan
dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.*

Secara Terminologi, Al-Shari’ah adalah “aturan-aturan yang
telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-
hukum amal perbuatan (‘amaliyah)”.*® Kata Al-Shari’ah  juga
diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal
perbuatan yang terkandung dalam Islam

Maqgasid dan Al-Shari’ah jika disatukan ~mengandung
pengertian yang pada intinya adalah sama. Maqasid Al-Shari’ah
adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta
makna-makna dari ditetapkannya sebuah hukum. Magasid Al-
Shari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi
tujuan shar’i di setiap atau di sebagian besar hukum yang
ditetapkanNya. Maqgasid Al-Shari’ah adalah tujuan dan rahasia-
rahasia hukum yang ditetapkan siari’. Maqasid Al-Shari’ah adalah

makna-makna,  tujuan-tujuan  dan  hikmah-hikmah  yang

% 1bid, him 8.

* Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi,MA, Magqasid Syari’ah dalam Pembaharuan Figh
Pernikahan di Indonesia, (Penerbit Buku Pustaka Radja : Surabaya), 2018, him 16

** Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 8
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diperhatikan oleh shari’ dalam penetapan hukum atau rahasia-
rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya hukum-hukum itu.**

Secara Terminologi, kata Maqasid Al-Shari’ah adalah tujuan,
nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari ditutunkannya shariah,
baik secara global maupun secara terperinci.*?

Pembagian Magasid Al-Shari’ah dilihat dari tujuan, terbagi
menjadi 2 (dua) macam yaitu Maqasid Al-Shari’ dan Magasid Al-
Mukallaf.

Maqasid Al-Shari’ adalah maksud yang dikehendaki oleh
pembuat hukum (Allah; Al-Shari’) dengan ditetapkannya suatu
aturan hukum. Maksud ini terbagi dalam 4 (empat) macam, yaitu :

a. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum

(manusia; mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka
sendiri, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat,
tanpa ada perbedaan diantara kedunya

b. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami

oleh subjek hukum (manusia; mukallaf)

c. Suatu aturan hukum tersebut harus pula dilaksanakan oleh

subjek hukum (manusia; mukallaf) karena aturan hukum

tersebut merupakan taklif (kewajiban) bagi manusia

1 1bid, him 9-10.

* Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi,MA, Maqasid Syari’ah dalam Pembaharuan Figh
Pernikahan di Indonesia, (Penerbit Buku Pustaka Radja : Surabaya), 2018, him 16
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d. Semua itu tidak lain agar subjek hukum (manusia;
mukallaf) berada di bawah naungan hukum Allah (Al-

Shari’)

Allah menetapkan suatu hukum adalah untuk kepentingan
manusia sehingga tidak bertujuan untuk mempersulit atau
memberikan beban di luar kemampuan manusia, dan hal ini untuk

kemaslahatan manusia, baik di dunia atau di akhirat.

Magasid Al-Mukallaf adalah maksud yang diinginkan oleh
pelaku hukum (manusia; mukallaf) dalam setiap hal di
kehidupannya, baik terkait dengan iktikad, perkataan atau

perbuatan.*?

Pembagian Magasid Al-Shari’ah dilihat dari kebutuhan dan
pengaruhnya tehradap hukum, terbagi menjadi 3 (tiga) macam
yaitu Kebutuhan Al-Daruriyah, Kebutuhan Al-Hajiyah, dan

Kebutuhan Tahsiniyah.

Kebutuhan Al-Daruriyah adalah kepentingan esensial yang
merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam
kehidupan manusia (kebutuhan primer), baik menyangkut
pemeliharaan kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia.

Apabila  kemaslahatan  tersebut  tidak terpenuhi, akan

* Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 19-21
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mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudaratan), dan

rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Kebutuhan  Al-Hajiyah  adalah  kebutuhan  pendukung
(sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk
menghindari  kesulitan (mashaggah), juga menjaga tatanan
hidupnya, dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka

kehidupan manusia akan mendapatkan kesulitan

Kebutuhan Tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang (tersier)
atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai
penyempurnaan dari 2 (dua) kebutuhan yang sebelumnya. Apabila
kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit atau
merusak kehidupan manusia, hanya saja tidak lengkap atau tidak

sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.**
5 (Lima) unsur pokok Maqgasid Al-Shari’ah, yaitu :

1. Pemeliharaan Agama (Muhafazah Al-Din), dalam agama
terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah,
ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada
manusia. Semua terangkum dalam rukum Islam dan rukun
iman. Melaksanakan ketentuan ini akan menjadikan
manusia sebagai orang yang menjalankan kehendak al-

shar’i dan termasuk memelihara agama.

* Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 21-22
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2. Pemeliharaan Jiwa (Muhafazah Al-Nafs), upaya untuk
memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan
manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa,
yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman,
pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum Al-gisas
(hukuman setimpal), Al-diyah (denda), Al-Kaffarah
(tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Adanya
hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau
menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap
orang untuk menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

3. Pemeliharaan Akal (Muhafazah Al-‘Aq/), akal adalah
anggota tubuh vital manusia, dengan akal ini manusia dapat
membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang
dapat diraihnya, baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar
dirinya. Salah satu contohnya adalah kewajiban belajar
memperoleh ilmu pengetahuan

4. Pemeliharaan Keturunan (Muhafazah Al-Nasl/Al-Nasb),
keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang,
keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan
karena kedudukan keturunan ini, Islam juga sangat
memperhatikan keturunan yang dilahirkan agar berasal dari

hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara,
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melarang melakukan perbuatan zina demi terpeliharanya
keturunan.

5. Pemeliharaan Harta (Muhafazah Al-Mal), harta atau apapun
yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah,
sementara harta yang ada di tangan manusia, hanya berupa
pinjaman dan titipan yang akan dipertanggungjawabkan di
hari perhitungan kelak. Agar harta  dapat
dipertanggungjawabkan, maka penggunaan harta harus
sesuai pada syariat dan ketentuan Islam. Salah satu
contohnya adalah wajibnya setiap orang berusaha untuk

bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian
kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan hasil
wawancara, diskusi bersama, dan transkrip dari observasi yang
dilakukan. Penelitian ini juga dilakukan dengan teknik lapangan (field
research), yaitu peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk
mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai data
penelitian. Penyusun akan melakukan wawancara atau dialog langsung

dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

* Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Figh, (Penerbit
Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2019, him 24-28
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2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik. Metode ini
memaparkan, menjelaskan, dan memecahkan masalah yang akan
diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan kemudian diberikan
analisis yang sesuai dengan masalah tersebut. Memberikan penjelasan
terkait dengan permohonan penetapan perwalian dan analisis
bagaimana jika kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak sudah
berakhir atau dicabut berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
normatif-yuridis.

a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan norma
agama, berdasarkan pada penjelasan isi Al-Qur’an, Hadis, hingga
pendapat para ulama yang berkaitan pada pembahasan,
berdasarkan pada perspektif magasid syari’ah

b. Pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan dari segi peraturan
perundang-undangan terkait, di dalam penelitian ini penulis
menggunakan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), PP No. 29 Tahun 2019, dan Peraturan Perundang-
undangan terkait lainnya, berdasarkan pada perspektif teori

kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.
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4. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Wawancara
Penulis akan melakukan wawancara tentang objek yang
diteliti untuk memperoleh jawaban dan data secara langsung
dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

b. Teknik Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data
melalui  dokumen-dokumen yang ada, Putusan Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK, peraturan perundang-undangan, buku-buku
terkait dan referensi literatur lainnya.

5. Sumber Data
Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber,
sebagai berikut :

a. Sumber Primer, penulis memperoleh data dari Putusan Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK dan wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Yogyakarta

b. Sumber Sekunder, penulis memperoleh sumber dari perundang —
undangan terkait, bahan pustaka, dan referensi lainnya, sebagai

tambahan dalam menganalisis sumber primer.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah

penulis dalam pembahasan dan memperoleh ide untuk penelitian dengan
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menyesuaikan pada judul penelitian. Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab,

diantaranya

Bab pertama, pada bagian ini memaparkan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua, pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai
permohonan penetapan perwalian, yang meliputi : Pengertian perwalian,
maksud dan tujuan permohonan perwalian, latar belakang diajukan
permohonan perwalian, siapa saja yang berhak menjadi wali anak, syarat

dan ketentuan menjadi wali

Bab ketiga, pada bagian ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Yogyakarta, yang meliputi : Profil pengadilan, persyaratan dan
prosedur pengajuan permohonan perwalian, dan penjelasan singkat
Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK, duduk perkara, pertimbangan

hakim, hingga amar putusannya.

Bab keempat, pada bagian ini menjelaskan tentang pertimbangan
hakim yang digunakan dalam membuat keputusan pada perkara ini,
analisis hukum mengenai permohonan penetapan perwalian terhadap
dicabutnya hak orang tua, yang meliputi : Tata cara dan syarat penunjukan
wali apabila kekuasaan perwalian orang tua terhadap anak telah dicabut
atau berakhir berdasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam, PP No. 29 Tahun 2019, dan UU No 35 Tahun
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2014, serta apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban wali terhadap anak
yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait. Pertimbangan
dan Putusan Majelis Hakim pada Permohonan Penetapan Perwalian
berdasarkan pada Teori Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,

serta Teori Magqasid Syari’ah.

Bab kelima, bagian terakhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan

saran dari hasil penelitian yang telah dipaparkan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, maka

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK melihat pada alat bukti
surat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Alat bukti
yang diajukan Pemohon sudah sesuai dan memenuhi syarat, juga
keterangan yang diberikan oleh saksi terbukti sesuai dengan duduk
perkara yang diajukan. Pertimbangan hakim memperhatikan pada
uraian Undang-undang Perkawinan Pasal 50, 51, dan 53 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 107 dan 109. Selain itu,
hakim juga merujuk pada PP No 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan
Tata Cara Penunjukan Wali, dan UU No 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak. Hakim memperhatikan pada urut-urutan
perwalian, serta melihat anak memiliki kedekatan paling dekat
dengan siapa. Diharapkan agar nantinya anak yang akan diwalikan,
merasa aman dan nyaman. Pertimbangan hakim untuk memutuskan
perkara ini sudah mencakup pada aspek kepastian, keadilan, dan

kemanfaatan hukum, baik dari segi anak maupun calon wali anak.
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B. Saran
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Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
30/Pdt.P/2022/PA.YK berdasarkan pada Teori Magqasid Syari’ah
belum sesuai dengan tujuan teori hukumnya, tidak memenuhi pada
unsur pokoknya, yang meliputi Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan
Keturunan, dan Pemeliharaan Harta yang sesuai dengan konteks
Permohonan Perkara Perwalian ini. Majelis Hakim dalam
menetapkan putusan pada Perkara ini belum menjelaskan secara
tertulis mengenai perlindungan harta yang dimiliki anak, juga hak
dan kewajiban wali tidak dijelaskan. Hal ini nantinya,
dikhawatirkan akan menjadi paradoks atau seolah-olah
bertentangan dengan kebenaran, dan mengalami kesulitan dalam
meminta pertanggungjawaban dan prosesnya secara hukum.
Meskipun dalam Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan
Perwalian sudah diatur secara rinci dan jelas, dan Majelis Hakim
dalam membuat keputusan tersebut hanya menyesuaikan pada

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saja, dan tidak lebih.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya

penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam Perkara Perwalian saat memeriksa dan

memutuskan perkara, hendaknya benar-benar mempertimbangkan

orang yang akan ditetapkan untuk menjadi wali dari anak di bawah



115

umur. Memperhatikan urut-urutan dalam perwalian, juga syarat
menjadi wali yang sesuai pada peraturan yang ada. Melihat kedekatan
anak dengan calon wali nya, agar nantinya, anak juga akan merasakan
aman dan nyaman bersama dengan wali nya yang baru.

Masyarakat yang akan mengajukan permohonan perwalian ke
Pengadilan, apabila belum paham dengan baik terkait dengan apa saja
syarat-syarat pengajuan permohonan perwalian dan bagaimana
prosedurnya, yang harus dipersiapkan, dalam keadaan apa saja
permohonan perwalian anak bisa diajukan di Pengadilan, dan
bagaimana membuat permohonan perwalian yang akan dimohonkan
ini dengan benar dan sesuai, dapat langsung untuk melakukan
konsultasi pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan
setempat. Disini akan diberikan penjelasan serta pengarahan kepada
masyarakat yang belum cakap hukum. Hal ini bertujuan untuk
meminimalisir perkara perwalian anak di bawah umur yang seharusnya
tidak perlu penetapan dari Pengadilan, tetapi masih banyak masyarakat
yang mengajukan, karena tidak semua perkara perwalian
membutuhkan penetapan dari Pengadilan secara langsung. Selain itu,
agar permohonan yang diajukan dapat sesuai dan rinci, sehingga
putusan dari Majelis Hakim pada perkara Perwalian bisa tepat, dan

dapat memenuhi hak dari para pihak, serta memberikan manfaat.
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